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IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP
EKSISTENSI MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD) NOTARIS (#alisis
Putusan No. 49/PUU-X/2012 terhadap Pasal 66 Aydt) INo 30 Tahun 2004)

ABSTRAK
Herman Faisal Siregar, Ulfa Azizah, S.H.,MKn, M.ridi Masykur S.H.,MKn
Progra Studi Strata Satu [Imu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya

Dalam penulisan jurnal ini Penulis Membahas peataésn hukum
mengenai Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah KoustifTerhadap Eksistensi
Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris. Hal ini diat belakangi dengan
dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstusi Nomor49AX/2012 oleh Hakim
Mahkamah Konstitusi Indonesia. Yang memberikan $anbahwa Pasal 66 ayat
1 yang menyatakan Persetujuan Majelis PengawasabDadir hapus. Putusan
Mahkamah Konstitusi ini dikeluarkan karena adangad®jian Pasal 66 ayat 1
yang dilakukan Kant Kamal. Adanya putusan Mahkank&dnstitusi yang
dikeluarkan oleh Hakim Konstitusi mengenai Pasalagét 1 Undang-undang
Notaris maka muncul permasalahan terkait “bagaimapdikasi Yuridis putusan
Mahkamah Konstitusi erhaap Eksistensi Majelis Pesaga Daerah?’setelah
kewenangan Pasal 66 ayat 1 ini tidak berlaku Idgtode penelitian yang
digunakana dalam penulisan jurnal ini yuridis ndarmaPendekatan yang
digunakan adalah pendekatan perundang-undangareddekatan konseptual.

Berdasarkan Hasil Penelitian, adanya putusan MabakaKonstitusi yang
membatalkan ketentuan Pasal 66 ayat 1 mengenankenggan Majelis Pengawas
Daerah tentang persetujuan Majelis Pengawas Dadakm memberikan izin
kepada para pihak untuk mengambil akta Notaris mameriksa notaris tidak
berlaku lagi dan tidak mempunyai kekuatan hukum giket. Serta Eksistensi
MPD masih ada dalam organisasi Notaris yang dililaait UU No 30 Tahun 2004
yang mengatur kewenangan dan kewajiban MPD yanghrbagaku.

Kata Kunci : Implikasi Yuridis, Putusan Mahkamah Konstitusi, Majelis
Pengawas Daerah



IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP
EKSISTENSI MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD) NOTARIS (#alisis
Putusan No. 49/PUU-X/2012 terhadap Pasal 66 Aydt) INo 30 Tahun 2004)

ABSTRACT
Herman Faisal Siregar, Ulfa Azizah, S.H., Mkn, Markidi Masykur S.H., Mkn
Tier One progra Studies Legal Studies
Faculty of Law

University Brawijaya

In writing this journal author discusses the legsues regarding the
juridical implications of the Constitutional ColRuling Against the Existence of
Regional Supervisory Council ( MPD ) Notary. Itirsthe foreground with the
background of the issuance of the Court Decision Rémstusi 49/PUU-X/2012
by the Indonesian Constitutional Court judge . Wjawe verdict that Article 66
paragraph 1 which states the Regional Supervisayn€ll shall be deleted.
Constitutional Court decision was issued due tacket66 paragraph 1 Testing
conducted Kamal Kant. The existence of the Congiital Court decision issued
by the Constitutional Court on Article 66, paradrap of Law Notary emerging
issues related to the " how implications of theislen of the Constitutional Court
Judicial Council Regional Supervisory erhaap eriste?" After the authority of
Article 66 , paragraph 1 does not apply anymorgubakana research methods in
the writing of this journal normative. The approacded is a statutory approach
and the conceptual approach.

Based on study results, a decision of the Catigtital Court annul the
provisions of Article 66 paragraph 1 of the auttyoof the Supervisory Council
of the Regional Assembly's approval of the RegioBabervisor in giving
permission to the parties to take a notarial dewtreotary public void check and
do not have binding legal force. As well as theseeice of MPD sitill exist in the
views of the organization Notary Act No. 30 of 200Hich regulates the authority
and duty MPD valid.

Keywords : Juridical Implications, Decision of the Constitutional Court, the
Regional Supervisory Council.



A. PENDAHULUAN

Negara hukum (Rechtstaat atau The Rule of Law)aadbnsep
Negara yang diidealkan oleh para pendiri bangsay yapmbahas dan
merumuskan Undang-undang Dasar Negara Republiknési®m Tahun
1945 (UUDN RI 1945}.Penegasan sebagai negara hukum bukan sekedar
menjadikan pernyataan penguasa sebagai hukum, nahukum
seyogyanya memiliki fungsi dan peran menciptakaterkban yang
rasional dan menegakkan keadilan bagi sebanyakakagy umat
manusid.

Indonesia adalah Negara Hukum, Prasa tersebutatgytdalam
Konstitusi Indonesia Pasal 1 ayat 3 Undang-UndarasaD Negara
Repblik Indonesia Tahun 1945. Karena Indonesia naegmkum, maka
secara lansung setiap warga negara berhak merugiatiungan hukum
dan setiap warga negara sama dimata hukum tanpaedenbedakan
setiap jenis, ras, agama dan golongan atau jab&miningga tercipta
tatanan kehidupan yang indah, tentram, adil dantaipar. Didalam
Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik hed@ pada pasal
28D ayat 1 dikatakan bahwa Setiap orang berhakpatagakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sestlluan yang sama
di hadapan hukurh.

Pasal ini jelas-jelas mengatakan bahwa negargamenbahwa
kedudukan setiap orang sama dimata hukum, tanpgpeidedaan dan
perlindungan yang istimewa antara orang satu deleganya. Salah satu
contoh kasus penegakan hukum yang mencederai ksnsihdonesia
adalah Kasus seorang Kant kamal yang bermasalagadeseorang rekan
bisnisnya dalam perjanjian pembuatan akta oterMknurut Tomson

Situmeang Advokad yang menangan kasus Kant Kamagjatekan klien

! Jimly Asshiddigie Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer, TheBiography
Institute, Bekasi, 2007, hal 13.

* Jazim HamidiRevolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah
Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI, Konstitusi Press, Jakarta, 2006. hal
XXVii

% Undang-undang Dasar negara Republik Indonesid P8Baayat ( 1) Tahun 1945.



kami Kant Kamal mengadakan hubungan bisnis dengkanrbisnisnya
beberapa tahun lalu.

Namun suatu saat akhirnya keduanya berseteru &«assta
masalah, antara lain, pemalsuan tandatangan damjagalah pemberian
keterangan palsu. Dalam kasus ini posisi klien kataiam kondisi
ekonomi lebih lemah, sementara itu pihak lawan rdalaosisi kuat.
Tomson situmeang juga menceritakan Dalam perjal&aansnya ini klien
kami menemukan adanya dugaan keterangan palsu draragukkan di
dalam akta otentik yang dia buat bersama lawanaya wemula kawan
bisnisnya di hadapan notaris Cianjur Syane RurttuldIH. Keterangan
palsu ini kemudian dilaporkannya kepada penyidényrdik pun bergerak
memeriksa saksi-saksi yang diperlukan sampai lgmgkin tinggal
menunggu keterangan dari notaris yang membuat tk&ebut untuk
mengetahui siapa kira-kira yang berperan dalam reekkan keterangan
palsu ini. Pada tahap inilah meminta keterangaarisoippaya menemui
jalan buntdf

Proses penyidikan kasus Kant Kamal yang berlanserigambat
karena seorang pejabat notaris tidak bisa diperiesara lansung oleh
pihak penyidik kepolisian. Hal ini disebabkan UU 80 Tahun 2004
pasal 66 ayat 1 menyatakan bahwa dalam prosesrigeasn notaris
yang dilakukan pihak kepolisian, kejakasaan maupakim harus se izin
Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris yang bersatagkmelakukan
tugas dan wilayah kerja Notaris. Majelis PengawaerBh yang ada
dalam penelitian ini disingkat menajdi MPD.

Proses penyidikan tetap berlansung, dan pihakigi&nkepolisian
meminta izin kepada MPD notaris yang tersangkusgsdiukum. Namun
rekomendasi untuk memeriksa notaris pun tidak gedieeluarkan MPD
untuk memeriksa notaris tersebut. Sehingga memptegepsi bahwa
notaris kebal hukum dan kedudukan notaris dimakaimusangat berbeda

dengan warga negara Indonesia lainnya.

*http://medianotaris.com/inilahdia pendobrak tembgid notaris berita289.html diaskes hari
sabtu 10 Agustus 2013 pukul 20.00 Wib di Paus net.



Konstitusi Indonesia jelas-jelas menyatakan ddlisibN RI 1945
Pasal 27 bahwa setiap warga negara dalam kedudukaama di mata
hukum. Karena adanya perbedaan perlakuan yangnthitesalah satu
pihak dalam proses hukum maka kant amal mengajjudioial riview
terhadap UU NO 30 Tahun 2004 pasal 66 ayat 1 tgrikanotaritan ke
Mahkamah Konstitusi. Hal ini sangat wajar dilakukdalam negara
demokrasi. Sebab di era demokrasi saat ini di lesianada lembaga
Negara yang mengawal konstitusi Indonesia yangshsgjalan dan sesuai
dengan Konstitusi yang tertulis.

Tanpa adanya judicial riview yang dilakukan Kardankal maka
peluang untuk memeriksa notaris dalam proses piayidyang dilakukan
polisi akan terganjal oleh aturan Undang-undangdtamtan. Hal ini
sangat disayangkan, sebab proses yang dilakukamdpkemeriksaan
notaris terhalang karena tidak ada rekomendast slaia BPD notaris.
Dan seakan-akan kalangan notaris mendapat perlaistanewa di
hadapan hukum.

Judicial review yang dilakukan kant kamal diterin@eh
Mahkamah Konstitusi, sebab Majelis Mahkamah Koasiti{MK) baru-
baru ini dengan Putusan MK No. 49/PUU-X/2012 tah@fgMei 2013
mengabulkan permohonan uji materiil (judicial revjgerhadap Pasal 66
(ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan ds¢oy@ang diajukan
Kant Kamal. Amar keputusan Mahkamah Konstitusi padénya
membatalkan frasa “dengan persetujuan Majelis Reag®aerah” dalam
pasal yang diuji. Dengan demikian pemeriksaan grdsekum yang
melibatkan notaris tidak memerlukan persetujuan eltaj Pengawas
Daerah (MPD) lagi. Frasa tersebut dianggap bemegatadengan UUD RI
Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum meagikeputusan ini

“final and binding” dan harus ditaati semua pihak.

. Rumusan Masalah.
Bagaimana Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah KaustiNo. 49/PUU-
X/2012 Terhadap Eksistensi Majelis Pengawas Daerah?



C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian skripsi ini penulis menggunakatade penelitian
yuridis normatif. Pendekatan penelitian Skripsi ini menggunakan neetod
pendekatan konseptul (Conceptual Approach) danndang-undangan
(statute approach). Pendekatan Konseptual &lewceprual approach
adalah suatu doktrin-doktrin yang berkembang didaiému hukum.
Dengan mempelajari pandangan-pandangan atau ddktkinin didalam
ilmu hukum yang berkaitan dengan perasalahan ydvaglapi.

Pendekatan undang-undang at8wrute Approach dilakukan
dengan menelaah semua undang-undang dan regutasibgahubungan
dengan isu hukum yang ditangdridalam hal ini penelitian dilakukan
dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yeri@itan dengan
pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memutusdeariko 49/PUU-
X/2012 tentang kewenangan Majelis Pengawas Daeaalg gijudicial
riview pada pasal 66 ayat 1 undang-undang No 3@iT2004.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian inhupg
menggunakan 3 (tiga) bahan hukum, yang meliputabaiukum primer
yaitu peraturan peundang-undangan, jurnal hukurku.bBahan hukum
sekunder meliputi Artikel-artikel dari media cetalaupun elektronik yang
berkaitan dengan kasus yang disebabkan oleh NoEmis bahan hukum
sekunder dalam penelitian ini menggunakan ensikliop@mus Besar
Bahasa Indonesia, Kamus Terjemahan Inggris-Indanesi

Dalam penulisan metode penelitian ini menggunakeknik
pengumpulan bahan hukum melalui studi pustaka, mekudan studi
arsip. Referensi yang digunakan tidak terbatas paffaensi cetak saja
tetapi juga elektronik. Data yang digunakan adalata primer seperti
peraturan perundang-undangan, data sekunder yatduyedng berasal dari
literatur baik itu cetak seperti buku, surat kalpaajalah, jurnal penelitian,

dan tabloid maupun elektronik seperti situs intefne

® Johnny IbrahimTeori dan Metedologi Penelitian Hukum Normatif, Malang, Bayumedia,

2005 hal 248.

5Abdulkadir MuhammadHukum dan Penelitian Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hal
81-85.



Analisa bahan hukum dalam penelitian ini mengganakontent
Analysis yaitu analisa yang ditujukan terhadapaiu substansi yang
terkandung dalam suatu perundang-undangan yaitdangaUndang No
30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta Rutidahkamah
Konstitusi No. 49/PUU-X/2012 yang kemudian mengmgkannya
dengan cara mengumpulkan, dipilah-pilah dan kenmudiausun secara
sistematis sesuai dengan pokok permasalahan yangaadg selanjutnya
di analisa berdasarkan asas-asas dan teori hukog bexrkaitan dengan
permasalahan sehingga dapat ditarik suatu kesimpula

D. PEMBAHASAN
1. Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap
Eksistens M aj elis Pengawas Daer ah.

Implikasi Yuridis atau akibat hukum adalah suaterbpatan
hukum yang mempunyai akibat dari adanya perbuatkurh yang
dilakukan. Akibat hukum yang ditimbulkan mempunydampak
terhadap suatu aturan hukum atau perbuatan hukngada. Sebelum
membahas tentang Implikasi Yuridis Putusan Mahkamdahstitusi
terhadap eksistensi Majelis Pengawas Daerah makebateas
mengenai :

a. Pengaturan Majelis Pengawas Notaris Terhadap Lembaga

Pengawas Notarisdi Indonesia.

Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksaan
seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agauaepekerjaan
yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencang telah
ditentukan sebelumnyaMenurut Hadari Nawawi pengawasan
adalah proses pemantauan, pemeriksaan, dan evajaag
dilakukan secara berdaya dan berhasil guna olehpipan
unit/organisasi kerja terhadap sumber-sumber keujatuk
mengetahui kelemahan-keklemahan atau kekurangamdedan

agar dapat diperbaiki oleh pimpinanan yang berwgnpada

" Sujanto Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal 12.



jenjang yang lebih tinggi, demi dicapainya tujuaang telah

dirumuskan sebelumnya.

Sehinga pengertian dasar pengawasan adalah segaédis
usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menitgiataan yang
sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau kegja&ah sesuai
dengan semestinya atau tidhRengawasan Notaris berdasarkan
Pasal 67 ayat 5 UU No 30 Tahun 2004 meliputi Peagaw
terhadap perilaku notaris dan jabatan notaris. Majeéengawas
Notaris adalah lembaga Organisasi Pengawas yarefaterdi
Kabupaten atau Kota di setiap provinsi yang adawidayah
Indonesia. Sebelum berlaku Undang-undang Jabatataridlo
pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksidaeriNotaris
dilakukan oleh badan peradilan yang ada pada wiaktu
Pengawasan Notaris pernah diatur dalam:

1) pasal 140 Reglement op de Rechtelijke Organisatidet Der
Justitie (Stbl. 1847 No. 23), pasal 96 Reglement
Buitengewesten, pasal 3 Ordonantie Buitengeredjketel
Verihtingen — Lembaran Negara 1946 Nomor 135, dasaP
50 PJN,

2) Peradilan Umum dan Mahkamah Agung sebagaimanardiatu
dalam pasal 32 dan 54 Undang-undang Nomor 13 Ta865
tentag Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umam d
Mahkamah Agung.

3) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Ndno
Tahun 1984 tentang Cara Pengawasan Terhadap Notaris
keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri
Kehakiman Nomor KMA/O06/SKB/VII/1987 tetang Tatar@
Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris,

4) Pasal 54 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2804.

8 Hadari Nawawi Pengawasan melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintahan, Erlangga, Jakarta,
1995, hal 8

® SujamtoAspek-Aspek Pengawasan di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1987, hal 53.

' Habib Adjie,Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, Reflika Aditama,
Bandung, 2011 Hal 1.



b. Eksistens Majelis Pengawas Notaris dalam Staatsblad 1860

Tentang Peraturan Jabatan Notaris.

Pengawasan Notaris sebelum berlaku Undang-undang No
30 Tahun 2004 di lakukan oleh Pengadilan. Hal iatwt dalam
Pasal 50 Staatsblad 1860 Nomor 3 Peraturan Jalatans.
Adapun isi Pasal 50 Peraturan Jabatan Notaris:yaitu

(s.d.u. dg. S.1907-485.) Bila seorang notarsngabaikan
keluhuran martabat atau tugas jabatannya, melanggaturan
umum atau melakukan kesalahan-kesalahan lain, diagkalam
maupun di luar lingkup jabatannya sebagai notdvas,itu akan
dilaporkan kepada pengadilan negeri oleh penumtutna yang di
daerah hukumnya terletak tempat kedudukan notar{RO. 140.)

Bila pengadilan negeri mengetahuinya dengan j&dan
penuntut umum akan didengar mengenai hal itu. Bi hal-hal
yang dalam peraturan ini ditentukan hukuman-hukuman
Pengadilan Negeri, dalam sidang permusyawaratarnwebang
untuk menjatuhkan hukuman berikut:
1) teguran;
2) pemberhentian sementara selama tiga sampai enam bul
Jika menurut pertimbangannya salah satu hukuntantidak
seimbang dengan beratnya pelanggaran yang dadakiil, maka
pengadilan berwenang untuk mengusulkan pemecatminau
kepadaMenteri Kehakiman. Peneguran atau pemitéhe
sementara tidak akan dilakukan dan usul pataactidak akan
disampaikan sebelum notaris itu didengar atau digi&rdengan
sah terlebih dahulu. Sebelum memecat seorang sdfamteri
Kehakiman akan meminta pendapat Mahkamah Agunga Jik
dilakukan pemecatan, maka pengadilan negeri akagerae
mengangkat seorang penggahti.

Dari Pasal 50 PJN ini dapat di analisa bahwa @eagan

Notaris dilakukan oleh Pengadilan. Yang mana daRéngadilan

' pasal 50 Staatsblad 1860 Nomor 3 Peraturan Jabatan Notaris
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adalah salah satu Lembaga Kekuasaan di bawah Menter

Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan Ham). Hal ini

didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 tahuni mailan

1945 samapai 1999 belum di Amademen.

Dari penjelasan diatas dapa disimpulkan bahwadtlan
merupakan kekuasan Menteri Kehakiman. Adapun tudms
kewenangan dari Pengadilan sebagai lembaga Penddeotass
pada Pasal 50 ini :

1) Melakukan Pengawasan Terhadap kinerja profesiisotar

2) Memberikan sanksi kepada notaris bila melakukakan
pelanggaran. Sanksi yang diberi berupa,

a) Sanksi teguran,
b) Sanksi Pemberhentian Sementara.

3) Memeriksa akta Notaris yang dikeluarkan selama huiia
dalam pembuatan akta notaris. Yang mana akta yiaperiétsa
berupa salinan-salinan akta yang telah di daftari@aris dan
registerasi oleh panitera pengadilan negeri.(liastl 48).

Eksistens Lembaga Pengawas Notaris Dalam Undang-Undang

No 30 Tahun 2004.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 memberikan suatu
hak kepada Majelis Pengawas Notaris sebagai satnysainstansi
lembaga Pengawas yang berwenang melakukan pengawasa
pemeriksaan, dan menjatuhkan sanksi terhadap Natariebih
dahulu sebelum oknum Notaris yang melakukan Pekragg
dibawa dalam proses pemeriksaan yang dilakukark pidpolisian
dan kejaksaan maupun peradilan dalam persidangaamDpasal
68 lembaga pengawas Notaris terdiri dari beberagéh yaitu :

1) Majelis Pengawas Daerah.

2) Majelis Pengawas Wilayah

3) Majelis Pengawas Pusat.

Lembaga Pengawas ini mempunyai kewenangan, kewajiba

maupun keberadaan yang berbeda dalam sebuah agjaMaris
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sebagai lembaga Pengawas. Hal ini didasarkan ageiptanya
efektifitas pengawasan yang baik dan terciptanyanbigaan
kepada para Notaris yang bermoral, beretika dalanjatankan
tanggung jawab profesinya sebagai Notaris sesuajaheamanat
undang-undang No 30 Tahun 2004 didalam masyargkaistensi
Majelis Pengawas Notaris dapat dilihat dari keweaan tiap
lembaga Pengawas yang diberikan undang-undang NdaB0n

2004 kepada Majelis Pengawas Notaris.

. Perbandingan Pengawasan Menurut Undang-undang No 30
Tahun 2004 dengan Staatsblad 1860 Nomor 3 Peraturan
Jabatan Notaris.
Perbandingan pengawasan menurut Undang-undang N@l3
2004 dengan Staatsblad 1860 Nomor 3 Peraturanajabétaris
dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu :

a) Lembaga pengawasan,

b) Anggota pengawasan,

c) Sanksi pengawasan,

d) Kewenangan pengawasan,

e) Lamanya proses pemeriksaan notaris.

Adanya Perbandingan yang dilakukan antara perggawa
yang dilakukan menurut Undang-undang No 30 Tahuf420
dengan Staatsblad 1860 Nomor 3 Peraturan JabatmidNdapat
di simpulkan bahwa Pengawasan yang dilakukan Majeli
Pengawasan Notaris lebih efektif. Hal ini dapathdid bahwa
Majelis Pengawas Notaris adalah organisasi Notaisy tujuan
nya dibentuk sebgai Lembaga Pengawas di organdwasiris.
Sedangkan Pengadilan Negeri adalah Lembaga Pesmgagiihg
bertujuan untuk menyelesaikan Perkara atau pelaaggdukum
yang dilakukan oleh masyarakat. Yang mana fungsitdgannya
dalam organisasi Notaris tidak berfungsi efektifrekea tujuan

utama Pengadilan hanya bersifat sebagai pengawas.
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2. Eksistens Majelis Pengawas Daerah Dalam Organisasi Notaris
Sebelum Putusan M ahkamah Konstitusi
Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004
Lembaga Pengawasan Daerah Notaris, yang disingkd&D M
merupakan lembaga penegak kode etik notaris diata&isamping
itu juga sebagai lembaga penegak disiplin para ridotegar dalam
dunia profesinya berjalan sesuai dengan norma-naton@n hukum
yang berlaku di Indonesia. Keberadaan MPD dapdtadiPada Pasal
69 Kelembagaan organisasi Majelis Pengawas Daeralatur dalam
Pasal 69 Undang-undang No 30 Tahun 2004. Adaplenketn dari
isi pasal 69 yaitu :
1) Majelis Pengawas Daerah dibentuk di kabupatenlaitau
2) Keanggotaan Majelis Pengawas Daerah terdiri atasireimsur
sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (3).
3) Ketua dan wakil ketus Majelis Pengawas Daerah idigiari dan
oleh anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
4) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Majeéngawas
Daerah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkab&km
5) Majelis Pengawas Daerah dibantu oleh seorang dekatau lebih

yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Da&rah.

Dari Pasal 69 undang-undang No 30 Tahun 2004 apiad di
artikan bahwa kedudukan Majelis Pengawas Daeratadherdi
Kabupaten atau kota. Keberadaan Majelis Pengawasabasangat
diperlukan dalam dunia organisasi Notaris. MajPkengawas Daerah
dibentuk dikabupaten atau kota karena Daerah Kdabopatau Kota
sebagai basis Pemerintahan yang tingkatannya phbmgh dalam
struktur Pengelolahan Pemerintah sebgai Daerah owtionyang
diberikan kekuasaan oleh Pemerintah Pusat untuigater Daerah
tersebut. Sebab didaerah Kabupaten atau Kota imjadie
perkembangan suatu Negara yang harus ditata. &ksisMajelis

Pengawas Daerah dapat dilihat dari beberapa Hal :

12 pasal 69 Undang-undang No 30 Tahun 2004
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1) Kedudukan atau Keberadaan Majelis Pengawas Daerah.

2) Kewenangan Majelis Pengawas Daerah.

3) Kewajiban Majelis Pengawas Daerah.

Dari 3 Hal ini, maka kita dapat melihat EksisteNkjelis Pengawas

Daerah dalam struktur organisasi Notaris yang didalam sistem

Peraturan perundang-undang.

. Eksistens Majelis Pengawas Daerah setelah Putusan Mahkamah

Konstitusi.

Adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam amar Botiéo.
49/PUU-X/2012 terhadap Pasal 66 Ayat 1 Undang-ugdso 30
Tahun 2004 eksistnsi MPD terhadap kewenangan [@sahi telah
hilang dan tidak dapat di gunakan lagi sebagai leakbaga MPD
dalam menjalankan kewenangannya di daerah. Namtusdu MK
terhadap Pasal 66 ayat 1 tidak serta merta menghkiéa Eksistensi
MPD. Melainkan eksistensi MPD, hal ini dapat ditittw@ri beberapa
hal :

1) Kedudukan atau keberadaan MPD yang masih ada didaer
sebagai Lembaga Pengawas didaerah. Hal ini dajstdii pasal
69 yang masih berlaku.

2) Kewenangan MPD yang masih terdapat dalam Undangagntlo
30 Tahun 2004 pada Pasal 70 dan Peraturan PerdWeateri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomo
M.02.PR.08.10 Tahun 2004, dan keputusan Menteriurukian
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nmor M.39-PW10
Tahun 2004 . Walaupun kewenangan MPD pada Pasay#&61
tidak berlaku lagi.

3) Kewajiban MPD masih terdapat dalam UU No 30 Tah0042
pada Pasal 71.

Adanya kedudukan, kewenangan, maupun kewajiban k&pagai
lembaga Pengawas Notaris yang berada didaerah diapampulkan
bahwa Eksistensi MPD di organisasi Notaris masih dan berlaku

sebagai lembaga Pengawas. Hal ini didasarkan paldiddJ30 Tahun
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2004 masih mengatur tentang MPD sebagai majeliggveas dalam

organisasi Notaris. Disamping itu juga Pasal-pasa¢ngenai

keberadaan MPD ini dalam undang-undang No 30 T&00d tidak
dihapus.

Hilangnya kewenangan MPD terhadap Pasal 66 ayaukan
berarti keberadaan MPD tidak ada lagi didalam os@esn notaris.
Melainkan MPD masih tetap ada dan mempunyai kewgaraman
kewajiban. Hal ini dapat dilihat masih adanya penswenang dan
kewajiban MPD sebagai lembaga Pengawas dalam UB3ONDahun
2004. Antara lain sebgai berikut :

1) Melakukan pembinaan dan Pengawasan terhadap Nysagsada
didaerah.

2) Melakukan pemanggilan Notaris yang secara lansuaggy
melakukan pelanggaran.

3) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya aduga
pelanggaran kode etik notaris.

4) memeriksa akta Notaris maupun protokol Notaris ydifmat di
setiap daerah.

5) Menetapkan notaris pengganti,

6) Memberikan cuti kepada notaris selama 6 bulan,

7) Menunjuk notaris yang pengganti dan protokol netaerhadap
notaris yang diangkat menjadi pejabat negara.

8) Menerima laporan dari masyrakat mengenai adanyangeran
kode etik notaris dan pelanggaran ketentuan undadgng No 30
Tahun 2004.

9) Membuat laporan kepada Majelis Pengawa wilayahat&h
Pengawasan yang dilakukan oleh MPD.

Disamping itu juga kewenangan MPD juga diatur daReraturan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndsagNomor

M.02.PR.08.10 Tahun 2004, adapun kewenangan MPDa pad

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Rigptizionesia
Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 antara lain :
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1) dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) menegaskan bahevaemangan
MPD yang bersifat Administratif dilaksanakan ole¢tua, wakil
ketua atau salah satu anggota yang diberi wewebardasarkan
rapat MPD.

2) Wewenang MPD yang bersifat administratif yang meaken
keputusan rapat MPD diatur dalam Pasal 14 PeratuMiamteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomo
M.02.PR.08.10 Tahun 2004.

3) Wewenang Majelis Pengawas Daerah Juga diatur daseal 15
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Ridpub
Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 mengatangenai
pemeriksaan yang dilakukan terhadap Notaris.

Disamping itu Hilangnya kewenangan MPD terhadegaP@6 ayat

1 tidak mempengaruhi sedikitpun kedudukan dan Esss MPD di

organsiasi Notaris. Melainkan Notaris masih bisa njalankan

kewenangannya sebagai lembaga Pengawas. Adanyasaputu

Mahkamah Konstitusi dalam memutus Pasal 66 tidaknpoayai

kekuatan hukum menetap maka ini berpengaruh pactakot akta

Notaris. Hal ini didasarkan pada pasal 58 ayat dgyaengatakan:

“Setiap halaman dalam daftar diberi nomor unit dhparaf oleh

Majelis Pengawas Daerah, kecuali pada halamaninysrtakta yang

dibuat notaris harus dilaporkan kepada MPD. MakaDMsecara

lansung nantinya akan berbenah untuk memperbaikjsinya dalam

melaksankan kewajibannya sebagai lembaga pengatassn
Majelis Pengawas Daerah juga nantinya akan bersilai-hati

lagi dalam memeriksa protokol akta Notaris yanguditoleh Notaris.

Agar Majelis Pengawas Daerah dapat mengawasi Notgsng

mempuunyai itikad buruk dalam membuat akta peganjnaupun

untuk melidungi Notaris dari jabatan tugasnya seb&gjabat Umum
dan melindungi kerahasiaan Akta sesuai dengan <sunjaatan

Notaris.
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E. KESSMPULAN
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-X/2012 tahg2g

Mei 2012 terhadap Judicial review Pasal 66 Ayamntahg-undang No 30

Tahun 2004 tentang kewenangan Majelis Pengawasabdmrpengaruh

pada kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang ddimi Undang-

undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan NotAdgnya putusan

Mahkamah Konstitusi ini menimbulkan Implikasi Yusd terhadap

Eksistensi MPD, yaitu :

1. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang terdajpiat Pasal 66
ayat 1 Undang-undang No 30 Tahun 2004 tidak berkdiu

2. Pihak penyidik, penuntut umum dan hakim dalam prgseradilan
tidak perlu lagi meminta izin kepada MPD saat meksarNotaris.

Dari kesimpulan Hasil Penelitian, Penulis tentahgplikasi

Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap P&6adyat 1 Undang-

undang No 30 Tahun 2004, maka penulis memberikiam sa

1. Merevisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 dengemlinerikan
kewenangan kepada Majelis Pengawas Daerah sebegdiada
pengawas yang dapat lagi melindungi Akta Notaris Nataris dari
Jabatannya didalam menjalankan profesinya di makgtiyang tidak
bertentangan dengan Hukum dan Konstitusi Indorgs@ang-undang
Dasar Negara Republik indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Perlu melakukan pembenahaan terhadagli$/Bgngawas
Notaris khususnya MPD. Dimana pemerintah menyediakantor
khusus terhadap MPD. Sebab belum semua lembagawasndotaris
Daerah mempunyai Kantor tetap di Daerah.

3. Perlu dilakukan perbaikan oleh Menteri Hukum danmHaelaku
Pengawas Organsisasi Notaris terhadap anggota iMaengawas
Daerah. Agar memilih anggota yang duduk di MPD grarang yang
independen dan mempunyai sikap yang jujur sertategritas serta
melakukan kordinasi dan evaluasi secara menyelignlitadap kinerja
Majelis Pengawas Notaris yang berada di Pusat,yafilalan Daerah

setiap tahun.
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Ikatan Notaris Indonesia perlu melakukan pembinaarhadap
kalangan Notaris yang bertugas di tingkat Daerallay&h maupun
Pusat dalam menegakkan Kode etik Notaris yang |deipas Dan
Lebih terstruktur terhadap Tugas dan tanggung jaWataris dalam
Menjaga etika Notaris.
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